
WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 48 TAHUN 2013

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK DAN PEDOMAN UJI KONSEKUENSI

INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan informasi yang

transparan, bertanggungjawab dan berorientasi pada

pelayanan yang baik maka dipandang perlu menetapkan

klasifikasi informasi publik ;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan

pengujian konsekuensi dengan seksama dan penuh

ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu

dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu

menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Klasifikasi

Informasi Publik Dan Pedoman Uji Konsekuensi Informasi

Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi

Jawa Timur/Tengah/Barat ;

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan  Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
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3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang

–Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang

– Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;

6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038);

7. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5071) ;

8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3243 ) ;
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4593) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5149);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri ;

15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2011 tentang

Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan di Kota Blitar ;

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

188.52/1797/SJ tentang Peningkatan Transparansi

Pengelolaan Anggaran Daerah ;

2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Standar Layanan Informasi Publik ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI

PUBLIK DAN PEDOMAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI

PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR.
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Pasal 1

Pedoman Klasifikasi Informasi Publik dan Uji Konsekuensi

Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar

sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota

ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan

sebagai acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi dalam melaksanakan klasifikasi informasi

publik dan pengujian atas konsekuensi informasi publik

sebelum dinyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan

untuk diakses.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 24 Oktober 2013

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR
Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 24 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2013 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto
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